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Abstract
Managerial Assessment report for Internal Weaknesses of
Financial Statement (entity) almost conducted from privat sector, especially
Doyle (2006) and Subramanyam (2006). In this research, Internal
Weaknesses will be seen at public sector, as sampel from Java/Bali
Regency/Town. The variables (Internal Weaknesses, Goverment size, PAD,
and Capital Expenditure) show the different result from research
hypothesis and other researchs.
Keywords:Internal Weaknesses, Goverment Size, PAD, Capital
Expenditure
PENDAHULUAN
Pada tahun 2002 para investor pasar modal dunia dan lokal dikejutkan
oleh pelanggaran pasar modal yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pelanggaran
penyajian informasi keuangan yang menyesatkan oleh perusahaan Enron,
Adelphia, dan Worldcom. Kasus tersebut menimbulkan kerugian finansial luar
biasa bagi para investor. Disamping itu, kasus tersebut juga menimbulkan
ketidakpercayaan investor terhadap kualitas jasa audit yang dilakukan oleh
auditor karena kasus tersebut melibatkan KAP terbesar di AS (Arthur
Andersen).
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Untuk mengembalikan kepercayaan investor, US SEC (Securities and
Exchange Commission) bereaksi dengan mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act
of 2002 yang mengatur good governance perusahaan-perusahaan yang go
public di AS untuk melindungi kepentingan para investor dari praktek-praktek
bisnis yang tidak sehat oleh perusahaan publik.
Dalam Section 302 Sarbanes-Oxley Act dinyatakan bahwa direksi
perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan
prosedur pengendalian, Pengendalian Internal, dan jaminan atas fraud.
Sedangkan dalam Section 404 tercantum ketentuan yang mewajibkan direksi
perusahaan untuk menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menghasilkan
dan memelihara kecukupan bukti-bukti dari struktur Pengendalian Internal dan
prosedur Pengendalian Internal dalam setiap pelaporan keuangan. Selain itu
assessment pada tiap akhir periode harus mencakup mengenai keefektifan
struktur Pengendalian Internal (lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan
prosedur pengendalian) dalam pelaporan keuangan perusahaan. Peraturan ini
menuntut perusahaan untuk memahami, mendokumentasi, dan menyempurnakan
Pengendalian Internal terkait pelaporan keuangan, dengan terus meningkatkan
akurasi proses bisnis dan informasi transaksionalnya, serta memperkecil
kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan
menyembunyikan fraud.
Laporan tentang penilaian manajemen (managerial assessment) atas
kelemahan Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan entitas yang
bersangkutan memungkinkan penelitian archival tentang kelemahan-kelemahan
Pengendalian Internal. Doyle et al. (2006) menganalisis 7 variabel independen
yang diduga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan Pengendalian
Internal, yaitu: (1) firm size, yang diukur dengan nilai pasar dari ekuitas; (2)
firm age, diukur dengan angka tahun yang ada pada data CRSP; (3) financial
health, diukur dengan rugi agregate dan proxy untuk resiko kebangkrutan; (4)
financial reporting complexity, diukur dengan angka dari laporan tujuan khusus
entitas, angka yang diperoleh dari laporan segmen, dan adanya transaksi mata
uang asing; (5) rapid growth, diukur dengan pengeluaran merger dan akuisisi
serta pertumbuhan penjualan yang ekstrim; (6) restructuring charges; dan
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(7) corporate governance,  diukur dengan governance score yang
dikembangkan oleh Brown dan Caylor (2006). Di lain pihak, variabel-variabel
yang digunakan Subramanyam et al. (2006) untuk menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal meliputi: (1) kompleksitas
operasi perusahaan, diukur dengan menggunakan jumlah dari segmen bisnis
dan operasi asing; (2) perubahan organisasi, untuk mengidentifikasikannya
dipakai variabel yang menyajikan aktivitas akuisisi dan aktivitas rekstrukturisasi;
(3) aplikasi pengukuran resiko, diukur dengan menggunakan pertumbuhan
penjualan dan persediaan; (4) resources constraints, diukur dengan
menggunakan nilai pasar dari ekuitas, kerugian, dan probabilitas kebangkrutan
(Zscore).
Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada negara maju yakni AS,
tempat perusahaan-perusahaan telah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan
kelemahan Pengendalian Internal perusahaan pada pelaporan keuangannya.
Sedangkan di Indonesia sendiri data empiris tentang tingkat kelemahan
Pengendalian Internal perusahaan go public masih sulit didapatkan karena
pelaporan mengenai penilaian atas Pengendalian Internal untuk perusahaan go
public belum diwajibkan.
Meskipun demikian, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai
auditor eksternal pemerintah melaporkan laporan evaluasi atas ketaatan entitas
yang diaudit atas Pengendalian Internal. Adanya SPKN (Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara) mengharuskan BPK untuk merencanakan, mengumpulkan
bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan
yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut
juga mengharuskan BPK untuk mengungkapkan kelemahan dalam
Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan. Dalam konteks Indonesia,
laporan evaluasi BPK bisa menjadi data empiris untuk melakukan penelitian
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal.
Penelitian Christy (2008) dan Nitasari (2008) memakai BUMD/N yang
diaudit oleh BPK sebagai sampelnya. Selain BUMD dan BUMN, BPK juga
mengaudit entitas pemerintah daerah (PEMDA) dan lembaga-lembaga dalam
lingkup pemerintah pusat. Penelitian tentang faktor-faktor penentu kelemahan
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Pengendalian Internal, baik pada konteks AS maupun Indonesia, belum banyak
yang memakai konteks entitas pemerintahan. Untuk itu penulis tertarik untuk
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal
pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan komparabilitas data,
sampel yang dipilih adalah pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa/Bali.
Masalah Penelitian
Penelitian tentang kelemahan Pengendalian Internal dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya, baik dalam konteks Indonesia maupun AS,
menggunakan entitas bisnis sebagai sampelnya. Masih jarang penelitian yang
memakai entitas pemerintah sebagai sampel penelitian dengan topik tersebut.
Namun di Indonesia adanya hasil pemeriksaan yang diaudit BPK terhadap
laporan keuangan PEMDA terdapat laporan pemeriksaan atas Pengendalian
Internal dimana didalamnya BPK mengungkapkan adanya kelemahan-
kelemahan Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan PEMDA, sehingga
melalui penelitian ini penulis ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
kelemahan Pengendalian Internal tersebut.
Tujuan dan Persoalan Penelitian
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan
bukti yang empiris bahwa Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dan Belanja Modal dapat menjadi prediktor kelemahan Pengendalian
Internal. Dari tujuan tersebut dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintahan terhadap kelemahan
Pengendalian Internal?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan
Pengendalian Internal?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap kelemahan Pengendalian
Internal?
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TELAAH TEORITIS
Kelemahan Pengendalian Internal
Dalam norma pemeriksaan akuntan disebutkan bahwa tujuan seorang
akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan umum (general assigment) atas
laporan keuangan ialah untuk menyatakan pendapat apakah posisi keuangan
dan hasil-hasil usaha perusahaan telah disajikan secara layak. Dalam hal ini
manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan hal-hal yang membantu
menghasilkan laporan keuangan yang tepat. Laporan keuangan yang dihasilkan
manajemen harus didasarkan pada sistem Pengendalian Internal yang kuat,
yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan
yang cukup lengkap dan efektif, adanya perlindungan aktiva perusahaan dan
berfungsinya staff pemeriksaan internal (Hartadi, 1987:142).
Pengendalian Internal yang telah dirancang dan disusun dengan sebaik-
baiknya tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, karena keberhasilannya tetap
tergantung dari kompentensi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun
Pengendalian Internal telah diterapkan dalam suatu entitas tidak berarti bahwa
penyelewengan dan kesalahan tidak akan terjadi. Sebab tidak ada satupun
Pengendalian Internal yang dapat mencapai ideal, karena ada keterbatasan-
keterbatasan yang tidak mungkin pengendalian itu tercapai (Santika, 2005:19).
Menurut Mulyadi (1998) dalam Santika (2005), kelemahan dan
keterbatasan Pengendalian Internal antara lain:
1. Kesalahan dalam pertimbangan: Seringkali manajemen dan personel lain
dapat salah paham mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam
melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan
waktu dan adanya tekanan lain.
2. Gangguan: Gangguan dalam Pengendalian Internal yang telah ditetapkan
dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat
kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan bersifat
sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur
dapat pula mengakibatkan gangguan.
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3. Kolusi: Adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan.
Kolusi dapat mengakitbatkan rusaknya Pengendalian Internal dan tidak
terditeksinya kecurangan oleh Pengendalian Internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen: Manajemen dapat mengabaikan kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti
keuntungan pribadi manajer, penyajian kolusi keuangan yang berlebihan.
5. Biaya lawan Manfaat: Dimana biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan
Pengendalian Internal melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian
tersebut.
Ukuran Pemerintahan
Dalam penelitiannya Doyle et al. (2006) menggunakan nilai pasar
ekuitas untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Namun dalam konteks
pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total
pendapatan yang diperoleh daerah dalam setahun. Total pendapatan suatu
daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan
(DAU, DAK, DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber
pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33
Tahun 2004, PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan
mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. PAD dapat berupa
pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin
besar PAD yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah
untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalam hal peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
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Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam
rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu
satuan kerja atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal
meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Menurut Abdullah dan Halim (2006),
alokasi Belanja Modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa
tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah
melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang
memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik,
seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler),
kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya,
dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa
langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas
kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan
pelayanan pendidikan.
Rumusan Hipotesis
1) Pengaruh Ukuran Pemerintahan terhadap kelemahan Pengendalian
Internal
Dalam konteks entitas bisnis, perusahaan yang lebih besar
cenderung lebih mampu menerapkan Pengendalian Internal yang memadai
karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang mencukupi. Selain
itu manajer perusahaan besar bertanggung jawab atas pengelolaan sumber
daya yang lebih banyak sehingga mereka cenderung untuk memiliki
komitmen yang lebih tinggi untuk menerapkan Pengendalian Internal yang
memadai (Doyle, et al, 2006).
Dalam konteks organisasi pemerintahan, pemerintahan Kabupaten/
Kota besar juga cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar daripada
pemerintahan Kabupaten/Kota kecil yang memungkinkan mereka untuk
menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Selain
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itu, tekanan politis yang dialami oleh birokrasi pemerintahan lokal yang besar
cenderung lebih tinggi sehingga membuat para birokrat harus lebih
transparan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (Laswad, et al,
2005). Atas dasar argumen tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini
adalah:
H1: Ukuran Pemerintahan Kabupaten/Kota berpengaruh negatif
terhadap kelemahan Pengendalian Internal.
2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan
Pengendalian Internal
Dalam literatur manajemen keuangan terdapat istilah biaya
keagenan arus kas bebas (agency cost of free cash flow) yang mengacu
pada kecenderungan manajer perusahaan dengan likuiditas berlebih untuk
membelanjakan likuiditas tersebut secara sembrono (merugikan perusahaan)
(Jensen, 1986). Penelitian-penelitian selanjutnya juga menemukan dugaan
tersebut (Lie, 2000; Brush, et al, 2000).
Dalam konteks pemerintahan daerah, Lee dan Verbrugge (2000)
menunjukkan bahwa pemerintah Negara Bagian Alaska (AS)
membelanjakan windfall profit yang mereka dapatkan dari kenaikan harga
minyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat
banyak. Sektor pendidikan dan kesehatan justru mendapatkan porsi lebih
kecil dari sektor lainnya yang kurang penting.
Di Indonesia, temuan serupa diperoleh Abdullah (2004) dalam
Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan adanya perbedaan
preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian jumlah PAD
ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami
kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami
penurunan. Abdullah (2004) menduga kekuasaan legislatif yang sangat besar
menyebabkan kewenangan atas penggunaan jumlah PAD tidak sesuai
dengan preferensi publik. Abdullah dan Asmara (2006) dalam penelitiannya
juga menemukan bahwa adanya korupsi politik oleh legislatif melalui
kewenangan yang dimilikinya dalam penganggaran. Kondisi ini menunjukkan
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bahwa fenomena inefisiensi belanja pada daerah yang mendapat rezeki
dalam bentuk PAD yang tinggi (terutama dari hasil bumi) diperparah dengan
adanya faktor korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua
dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh posit if terhadap
kelemahan Pengendalian Internal.
3) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian
Internal
Dalam penelitiannya Mauro (1998) berpendapat bahwa korupsi
lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya
suap, markup dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi. Terkait
dengan Belanja Modal, harian Kompas dalam Tuanakkota (2009:34) merinci
delapan belas modus korupsi di daerah, antara lain ditemukan bahwa ada
pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah
untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut
dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/
jasa dinaikkan (markup), yang pada akhirnya selisihnya dibagi-bagikan.
Selain itu ditemukan bahwa antara pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat
legislatif bersepakat untuk melakukan markdown atas aset PEMDA dan
markup atas aset penganti dari pengusaha. Para kepala daerah juga
seringkali meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender
sebelum melakukan proyek. Kondisi ini menunjukkan bahwa Belanja Modal
bisa menjadi obyek korupsi politik dan korupsi administratif oleh pihak
legislatif dan eksekutif.
Bagi anggota DPR, Belanja Modal bisa menjadi alat untuk
“kampanye” kepada konstituennya. Sedangkan bagi kepala daerah, Belanja
Modal berarti “kampanye” kepada masyarakat tentang keberhasilan
pembangunan yang dilakukannya dan sebagai sumber pemasukkan finansial
bagi saku pribadinya karena adanya bayaran yang diberikan oleh pihak lain
(Abdullah, 2008). Berdasarkan landasan teoritis di atas, maka hipotesis
ketiga dirumuskan sebagai berikut:
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H3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kelemahan
Pengendalian Internal.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data untuk dianalisis
berasal dari data sekunder berupa Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten/
Kota se-Jawa/Bali Tahun Anggaran 2006, yang telah diaudit BPK.
Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota Se-Jawa/Bali yang diaudit oleh BPK. Sedangkan yang menjadi sampel
dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan
adalah:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa/Bali yang mempublikasikan
Laporan Keuangannya pada Tahun Anggaran 2006 dan telah diaudit oleh
BPK.
2. Memiliki informasi variabel-variabel yang akan diukur, serta didalamnya
memuat satuan pemahaman Pengendalian Internal termasuk laporan
mengenai kepatuhan terhadap undang-undang dan Pengendalian Internal.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel terikat atau variabel tidak bebas,
variabel ini akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam penelitian ini
yang menjadi variabel dependennya adalah kelemahan dari Pengendalian
Internal (KPI). Kelemahan pengendalian ini dapat diukur dengan melihat
jumlah item-item kelemahan Pengendalian Internal yang dilaporkan oleh
auditor (BPK).
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2. Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Ukuran
Pemerintahan (UKURAN). Untuk mengukur variabel ini penulis
menggunakan ln dari total pendapatan; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Variabel ini diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total
pendapatan; dan (3) Belanja Modal  (MODAL), diukur dengan Belanja
Modal dibagi total belanja daerah.
Langkah Analisis
Analisis akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu software
SPSS 16.0. Langkah analisisnya adalah sebagai berikut:
1) Melakukan Uji Statistik Deskriptif
2) Melakukan Uji Asumsi Klasik untuk menghindari adanya penyimpangan
dalam suatu model regresi dengan menggunakan: Uji Normalitas, Uji
Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedatisitas
3) Melakukan Uji Statistik dan Uji Hipotesis
a. Melakukan Uji Signifikansi (Uji Statistik F)
b. Uji Koefisien Determinasi (R2)
c. Melakukan Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)
4) Menentukan level signifikansi. Penelitian ini menggunakan tingkat
kepercayaan 0.95
Berikut persamaan regresi antara variabel dependen dengan variabel
independen yang dipakai dalam pengujian hipotesis:
Y = b0 + b1 UKURAN + b2 PAD + b3 MODAL + e
Dimana:
Y = Kelemahan Pengendalian Internal
b0 = Konstanta
b1, b2, dan b3 = Koefisien regresi
UKURAN = diukur dengan menggunakan ln dari total pendapatan
PAD = diukur dengan PAD dibagi total pendapatan
MODAL = diukur dengan Belanja Modal dibagi total belanja
e = Error
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HASIL
Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah diajukan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
TABEL 1
KRITERIA SAMPEL YANG DIGUNAKAN
 Sumber: data yang diolah, 2009
Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam peneltian ini adalah
115 daerah yang terdiri dari 88 Kabupaten dan 27 Kota yang tersebar di enam
Provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali.
Data Statistik Desktiptif
Perhitungan yang dilakukan terhadap variabel kelemahan Pengendalian
Internal (KPI), ukuran pemerintah (UKURAN), PAD, dan Belanja Modal
(MODAL), memberikan hasil seperti yang ditunjukkan berikut ini:
TABEL 2
STATISTIK DESKRIPTIF
Sumber: data yang diolah, 2009
Kriteria Jumlah Laporan Keuangan 
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota se-Jawa/Bali Tahun Anggaran 2006 yang 
diaudit oleh BPK dan dipublikasikan di website BPK. 
116 
Tidak memuat laporan kepatuhan terhadap Pengendalian 
Internal 
(1) 
Jumlah sampel yang digunakan 115 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KPI 115 1 17 6.03 3.071 
UKURAN 115 26.1362 28.1688 27.093665 .3909432 
PAD 115 .0317 .5458 .099102 .0653284 
MODAL 115 .0181 .4298 .192674 .0738606 
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Pengujian Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
TABEL 3
HASIL UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV
ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST
Sumber: data yang diolah, 2009
Dari tabel 3 setelah dilakukan pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov
nilai Asimp. Sig. (2-tailed) dari residual menunjukkan nilai yang lebih besar
dari 0.05 (p = 0.165 > dari a = 0.05), hal ini berarti bahwa residual
terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi
normal.
b) Uji Multikoliniearitas
Untuk mengetahui apakah tiap variabel mengalami atau tidak mengalami
multikolinearitas, maka dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut:
  Unstandardized 
Residual 
N 115 
Mean .000000 Normal Parametersa 
Std. Deviation 2.8999441 
Absolute .104 
Positive .104 
Most Extreme Differences 
Negative -.048 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.116 
Asymp. Sig. (2-tailed) .165 
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TABEL 4
NILAI TOLERANCE DAN VIF
 Sumber: Data yang diolah, 2009
Dari hasil perhitungan uji multikolinearitas pada tabel 4 terlihat bahwa nilai
Tolerance dari tiap variabel lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil
dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar
variabel dalam model regresi.
c) Uji Heteroskedastisitas
Berikut dapat dilihat hasil pengujian heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji koefisien korelasi spearman:
TABEL 5
HASIL UJI KORELASI SPEARMAN
Sumber: Data yang diolah, 2009
Dari tabel 5 dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel
independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen
nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya
Variabel Tolerance VIF 
UKURAN .949 1.054 
PAD .957 1.045 
MODAL .988 1.012 
 AbsUt 
UKURAN              Correlation Coefficient 
                                Sig. (1-tailed) 
.058 
.268 
PAD                       Correlation Coefficient 
                                Sig. (1-tailed) 
.045 
.315 
MODAL                Correlation Coefficient 
                                Sig. (1-tailed) 
.058 
.271 
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diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak
mengandung adanya heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan alat bantu software SPSS 16.0, hasil output




Sumber: Data yang diolah, 2009
PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Pendapatan Asli
Daerah (PAD) PEMDA Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Bali masih sangat
kecil. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap penerimaan daerah
masih sangat rendah dibanding dengan sumber penerimaan daerah lain yang
berasal dari transfer Pemerintah Pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu dapat diketahui pula bahwa rata-rata Belanja Modal di Pulau Jawa/
Bali tergolong kecil, hal ini menunjukkan bahwa di Pulau Jawa/Bali Belanja
Modal bukanlah penyedot anggaran terbesar dalam APBD.
Variabel Independen Koefisien Regresi Standar Eror Sig. 
Konstanta -64.036 19.592 .001 
UKURAN 2.608 .723 .000 
PAD -4.650 4.307 .283 
MODAL -.662 3.749 .860 
Adj R 2 .084 
R  .329 
Sig .005 
F 4.485 
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Hasil perhitungan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar
4.485 dengan nilai probabilitas 0.005. Dasar pengambilan keputusan dalam
penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (Sig). Karena signifikansi jauh lebih
kecil dari 0.05 maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi
kelemahan Pengendalian Internal. Atau dapat dikatakan bahwa variabel Ukuran
Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal secara
bersama-sama mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal.
Pada tabel 6 juga menunjukkan bahwa besarnya nilai adjusted R2
sebesar 0.084 atau 8.4%. Dengan kata lain, 8.4% adanya kelemahan
Pengendalian Internal dijelaskan oleh variabel Ukuran Pemerintahan, PAD,
dan Belanja Modal. Sisanya 91.6% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel
yang digunakan.
Pada kolom Sig (tabel 6), diperoleh angka p-value variabel Ukuran
Pemerintahan (UKURAN) sebesar 0.000. Angka ini berada di bawah a (0.05)
dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 2.608. Hal ini menandakan bahwa
Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan
Pengendalian Internal, artinya pemerintahan besar yang berpendapatan tinggi
justru memiliki lebih banyak kelemahan Pengendalian Internal. Dengan demikian
hipotesis pertama ditolak. Kondisi ini tidak mendukung hasil penelitian Doyle et
al. (2006), yang menunjukkan bahwa kelemahan Pengendalian Internal lebih
banyak terjadi pada entitas kecil. Tidak terbuktinya hipotesis pertama diduga
disebabkan oleh karena perbedaan obyek penelitian. Dalam penelitiannya Doyle
et al. (2006) menggunakan entitas bisnis sebagai obyek penelitian. Sedangkan
obyek penelitian ini adalah entitas pemerintahan.
Sistem Pemerintahan di Indonesia telah bergeser dari sentralistik
menjadi desentralistik, dimana kewenangan diserahkan ke pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah
satu sisi memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya
(termasuk pengelolaan keuangan daerah), namun luasnya kewenangan yang
dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola disisi lain dapat mengakibatkan
resiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab (korupsi politik, ada unsur kepentingan
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pribadi oleh petinggi-petinggi daerah) sehingga hal ini membuat tingginya
kelemahan Pengendalian Internal di dalam pemerintah daerah.
Diketahui nilai p-value variabel PAD sebesar 0.283 dengan koefisien
regresi sebesar -4.650, artinya PAD berpengaruh negatif terhadap kelemahan
Pengendalian Internal, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan
bahwa data PAD yang diperoleh dari Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten/
Kota di Pulau Jawa dan Bali tahun anggaran 2006 tidak signifikan mempengaruhi
kelemahan Pengendalian Internal. Kondisi ini dapat disebabkan karena sejak
makin maraknya penangkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan
akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), membuat PAD sebagai salah satu obyek korupsi mendapat perhatian
khusus (pengawasan) dalam peruntukkannya dengan tujuan agar PEMDA
efektif melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat banyak. Hal ini membuat
para eksekutif dan legislatif bekerja sesuai amanat rakyat sehingga
meminimalkan lemahnya Pengendalian Internal.
Selanjutnya nilai p-value Belanja Modal adalah sebesar 0.860 dan
koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0.662, artinya bahwa variabel Belanja
Modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan Pengendalian Internal, sehingga
hipotesis ketiga ditolak. Tidak terbuktinya hipotesis ketiga disebabkan karena
dari data yang digunakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten/
Kota se-Jawa/Bali tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat
daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya Pengendalian
Internal.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah penulis lakukan
pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara
bersama-sama signifikan mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal.
Ketiga variabel tersebut menjelaskan kelemahan Pengendalian Internal
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sebesar 8.4%, sedangkan 91.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian
ini.
2. Secara parsial, Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif signifikan
terhadap kelemahan Pengendalian Internal, artinya pemerintahan yang besar
cenderung melaporkan lebih banyak kelemahan Pengendalian Internal.
Sedangkan variabel PAD menunjukkan arah hubungan yang negatif tidak
signifikan terhadap kelemahan Pengendalian Internal. Demikian juga dengan
variabel Belanja Modal yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap kelemahan Pengendalian Internal.
Implikasi Teoritis dan Terapan
· Implikasi Teoritis
Ada beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
Penelitian ini menemukan bahwa Ukuran Pemerintahan secara signifikan
berpengaruh positif terhadap kelemahan Pengendalian Internal. Hasil
penelitian ini tidak mendukung penelitian Doyle et al. (2006) yang
menemukan bahwa kelemahan Pengendalian Internal lebih banyak terjadi
pada entitas kecil. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Christy (2008), yang menemukan hasil bahwa entitas besar cenderung
melaporkan kelemahan Pengendalian Internal lebih banyak dibandingkan
entitas kecil. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel
Belanja Modal, ditemukan hasil bahwa PAD dan Belanja Modal  tidak
signifikan mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal. Bahkan
koefisien regresi kedua variabel ini memiliki tanda negatif.
· Implikasi Terapan
Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Ukuran Pemerintahan
berpengaruh positif terhadap kelemahan Pengendalian Internal, artinya
pemerintah daerah yang besar cenderung melaporkan lebih banyak
kelemahan Pengendalian Internal daripada pemerintah daerah yang kecil.
Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah pusat juga kepada
masyarakat dan lembaga-lembaga organisasi (LSM) untuk lebih
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meningkatkan keterlibatannya melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, terutama pengawasan
terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang berpendapatan tinggi. Selain
itu pula diharapkan agar BPK juga lebih meningkatkan kecermatan dan
ketelitiannya dalam melakukan pemeriksaan untuk menyatakan pendapatnya
terhadap laporan keuangan PEMDA yang diperiksanya, khususnya
pemeriksaan terhadap pemerintahan lokal yang berpendapatan tinggi.
Dengan demikian dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih transparan
dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, sehingga hal ini dapat
meminimalkan lemahnya Pengendalian Internal.
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